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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SYIBHUL IDDAH

A. Pengertian Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki

Syibhul iddah adalah suatu ko$nse$p yang me$nye$rupai iddah. Kata asy-syibhu 

be$rarti se$rupa atau sama. Istilah ini be$rasal dari kata asy-syib, de$ngan be $ntuk 

jamaknya asybah. Se$cara e $timo $lo$gis, dalam ko$nte$ks Fiqih ko $nte$mpo$re$r, syibhul 

iddah me$rujuk pada masa tunggu yang se$rupa de$ngan iddah yang dike$nakan 

ke$pada wanita se$te$lah be$rce$rai, namun dite$rapkan pada laki-laki se $te$lah 

me$nce$raikan istrinya. Ke $simpulan dari syibhul iddah adalah bahwa se $o$rang laki-

laki diminta untuk me$njalankan masa tunggu se$te$lah me$nce$raikan istrinya, mirip 

de$ngan yang be$rlaku bagi pe$re$mpuan. Me$skipun prinsip iddah pada awalnya 

hanya be$rlaku te$rhadap pe$re$mpuan, dalam situasi te$rte$ntu prinsip ini juga bisa 

dite$rapkan pada laki-laki me$skipun iddah bagi laki-laki tidak me$miliki 

ko$nse$kue$nsi yang se$rupa de$ngan iddah bagi pe $re$mpuan.1

Ulama fiqih pe$rtama kali yang me$mbicarakan hal ini adalah Wahbah Az-

Zuhaili dalam kitabnya al-fiqhul Islam wa adillatuhu. Me$nurutnya adanya iddah 

bagi laki-laki kare$na adanya mani’ syar’i.2

B. Konsep Syibhul Iddah Bagi laki-Laki

Ko $nse$p syibhul iddah bisa dilihat dari be$be$rapa sisi se $pe$rti dari sisi hukum 

Islam, hukum Po$sitif, dan lain se$bagainya yang akan dije $laskan se$bagai be $rikut :

1Alfiandri Setiawan, “Syibhul Iddah Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Dan Relevansinya 
Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Disertasi, Pascasarjana Universitas islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 109-110.

2 Asiyah, dkk, “Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, Jurnal 
Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol 10, April 2023, h. 31.
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1. Ko $nse$p Syibhul Iddah Dalam Hukum Islam

Para ulama salaf dan khalaf te$lah me$nje$laskan me$nge$nai ke $te$ntuan syibhul 

iddah dalam be$rbagai kitabnya. Me $re$ka me$nje$laskan bahwa ada dua situasi di 

mana laki-laki me $miliki syibhul iddah. 

a. Jika se$o$rang laki-laki me$nce$raikan istrinya de$ngan talak raj’i dan 

ke$mudian ia ingin me$nikah lagi de $ngan wanita yang me$miliki hubungan 

mahram yang sama de $ngan mantan istrinya, se $pe$rti saudara pe $re$mpuan 

mantan istrinya, maka laki-laki te$rse$but tidak diizinkan untuk me$nikah 

de$ngan wanita te$rse$but sampai be $rakhir masa iddah mantan istrinya itu.

b. Jika se$o$rang laki-laki me$miliki e$mpat o$rang istri dan ia me$nce$raikan 

salah satu dari istrinya untuk me$nikah de$ngan istri ke$lima, maka se$be$lum 

me$nikahi istri ke$lima, ia harus me$nunggu sampai be$rakhir masa iddah 

istri yang te $lah dice $raikan te $rse$but.3

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu 

me$nje$laskan se$bagai be$rikut:

Untuk laki-laki me$nurut pe$nge$rtian istilah tidak ada me$mpunyai masa 

iddah. Halal baginya untuk me$nikah de $ngan pe$re$mpuan yang lain langsung 

se$te$lah te$rjadinya pe$rce$raian, se $lama tidak ada pe$nghalang se $cara syariat. Se$pe$rti 

kawin de $ngan pe $re$mpuan yang tidak bo $le$h untuk ia po$ligamikan antara istrinya 

pe$rtama de$ngan saudara-saudara dan ke$rabat-ke$rabat pe$re$mpuannya, bibinya dari 

ayah dan ibu, ke$po$nakan pe$re$mpuan yang me$rupakan anak saudara laki-lakinya 

dan saudara pe$re$mpuannya, walaupun ini adalah te$rmasuk pe$rkawinan yang pasid 

3Alfiandri Setiawan, h. 109-110.
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ataupun akadnya me$ngandung syubhat. Juga me$ngawini istri ke $lima pada masa 

iddah istri yang ke$e$mpat yang ia ce $raikan, sampai habis masa iddah-nya. Se$rta 

me$nikahi istri yang te$lah ditalak tiga se$be$lum ia kawin lagi de$ngan laki-laki yang 

lain.4

Me$nurut Wahbah Az-Zuhaili alasan pe $ne$rapan syibhul iddah bagi laki-laki 

adalah kare$na adanya mani’ syar’i, be$rdasarkan ayat :

a. Dalam Islam tidak bo$le$h me$nikahi dua pe $re$mpuan yang se$mahram 

se$kaligus be$rdasarkan ayat se $bagai be$rikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ 

وَبَنٰتُ الاَْخِ وَبَنٰتُ الاُْخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ 

مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ 

مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ 

جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ وَحَلاَۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْۙ وَاَنْ 

تَجْمَعُوْا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا5

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada tiga sebab seorang perempuan 

menjadi haram untuk dinikahi :

4Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Gema Insani – Darul Fikir, 2021), Jilid 9, 
h. 536.

5Syaamil Quran, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, (Jawa Barat: Sygma 
Creative Media Corp), h. 81.
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1) Keharaman sebab nasab

Ayat al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa keharaman sebab nasab ada 

tujuh macam yaitu : Ibu (termasuk nenek), anak perempuan, saudara perempuan, 

bibi saudara perempuan ayah, bibi saudara perempuan ibu, keponakan perempuan 

dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Dari 

yang telah disebutkan mereka  semua haram untuk dinikahi selamanya.

2) Keharaman sebab sesusuan

Keharaman sebab sesusuan ada tujuh macam sebagaimana keharaman sebab 

nasab seperti yang telah diterangkan pada ayat di atas, karena Nabi Saw pernah 

menyebutkan tentang sesuatu yang dianggap haram oleh senasab maka haram 

pulalah oleh sesusuan.

3) Keharaman sebab perkawinan

Telah disebutkan dalam ayat di atas mengenai keharaman sebab 

peerkawinan yaitu ada empat macam : Istri ayah (ibu tiri), istri anak (menantu), 

ibu istri (mertua), dan anak istri (anak tiri). Perlu diketahui bahwa keharaman ibu 

istri (mertua) disebabkan karena ada akad perkawinan semata antara laki-laki dan 

anak perempuannya. Adapun untuk anak istri (anak tiri) dapat menjadi haram 

dengan sebab dukhul dengan ibunya. Para ulama telah menetapkan berdasarkan 

kaidah ushul fikih yang menjelaskan bahwa “sebuah akad terhadap anak 

perempuan maka diharamkan terhadap ibunya, dan bersenggama (dukhul) dengan 

ibunya maka diharamkan terhadap anak perempuannya”. Sebagai contoh ada 

seorang laki-laki menikahi perempuan, setelah selesai akad nikah ibunya 

perempuan tersebut menjadi mahram dengan sebab adanya akad dan tidak boleh 
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untuk dinikahi. Adapun apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang ada 

mempunyai anak perempuan juga, anak tersebut belum menjadi mahram kecuali 

ibunya telah di dukhul, maka anak itu hukumnya mahram dan tidak boleh untuk 

dinikahi.6

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada larangan untuk 

menikahi saudara perempuan dari istri selama tidak dikumpulkan dalam sebuah 

pernikahan antara istri dengan saudaranya perempuan istrinya.

b. Dalam Islam dibatasi untuk me$nikahi pe$re$mpuan te$rbatas hanya sampai 

e$mpat istri be$rdasarkan ayat se $bagai be$rikut:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰع7َۚ

Pe$mahaman me$nge$nai syibhul iddah dalam ke$dua situasi yang te$rse$but di 

atas be$rbe$da-be$da, baik se$cara e$kplisit maupun implisit. Me $nurut se$bagian ulama 

Hanafiah yang juga di ambil o$le$h Abdurrahman al-Jaziri, dalam ke $dua ko$ndisi 

te$rse$but bukanlah iddah bagi laki-laki, me$lainkan te$tap me$rupakan masa 

pe$nantian yang be $rlaku bagi pe $re$mpuan. Wahbah Az-Zuhaili me$ne$rangkan bahwa 

se$cara te $rmino$lo$gi laki-laki tidak me$mpunyai masa iddah, jadi dia dapat 

me$langsungkan pe$rnikahan  de$ngan pe$re$mpuan lain se$lagi tidak tidak mani’ 

syar’i. Dari apa yang te$lah dije$laskan Wahbah Zuhaili dapat dipahami bahwa dia 

te$rmasuk ulama yang me$ngatakan adanya iddah bagi laki-laki se$cara implisit. 

Adapun Me$nge$nai waktu lamanya masa syibhul iddah bagi laki-laki adalah sama 

de$ngan lamanya iddah bagi pe$re$mpuan. Se$bab adanya syibhul iddah bagi laki-laki 

6 Muhammad Aly As-Shabuni, h. 426-427.
7Syaamil Quran, h. 77.
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adalah kare$na adanya mani’ syar’i yang me$njadi se$bab syibhul iddah te$rse$but 

harus dilaksanakan yang hal ini te$rgantung ke$pada iddah-nya pe $re$mpuan. 8

Te$rle$pas dari pe$ndapat ko$ntradiktif di kalangan ulama me$nge$nai masa 

pe$nantian bagi laki-laki dikatakan iddah ataupun tidak, se$tidaknya ini se$bagai 

pijakan awal yang me $mbuka cakrawala be$rpikir hadirnya pe $ne$tapan sytibhul 

iddah yang dipe$rke$nalkan o $le$h ulama-ulama salaf adalah se$bagai be $ntuk 

ke$majuan dan e$lastisitas hukum Islam. Padahal se$cara te$rmino$lo$gis, de $finisi yang 

dike$mbangkjan o $le$h me$re$ka bahwa iddah hanya be$rlaku untuk pe $re$mpuan.9

2. Ko$nse$p Syibhul Iddah Dalam Ko $mpilasi Hukum Islam

Dalam Ko $mpilasi Hukum Islam (KHI) te$rdapat ke$te$rangan me$nge$nai 

syibhul iddah, ko $nse$p syibhul iddah te$rcantum dalam Pasal 41 dan 42 yang 

me$mbahas larangan kawin. Pada pasal-pasal te $rse$but me$ne$gaskan bahwa se$o$rang 

pria dilarang untuk me$nikahi wanita lain dalam masa tunggu yang se$rupa de $ngan 

iddah istri yang baru saja dice$raikannya, khususnya dalam dua situasi se $pe$rti 

ke$te$rangan yang te $lah dije $laskan se$be$lumnya.

Pe$rtama, Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Ko$mpilasi Hukum Islam (KHI) 

me$ne$gaskan bagi se$o$rang suami dilarang untuk me$nikahi wanita lain se$lama masa 

iddah istri se$be$lumnya, te$rutama jika wanita te$rse$but me$miliki ikatan hubungan 

darah de$ngan istri yang se$dang dalam masa iddah. Larangan te $rse$but be $rlaku 

8Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni : “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari 
Hukum Islam”. Jurnal Tana Mana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris 
Samarinda, 2022, h. 292-293.

9Khairun Dziya, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Sibhul Iddah Studi Kasus Di Kua 
Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung”, Fakultas Syariah  dan Hukum, Universitas Sains 
Al-Qur’an, At-Ta’arauf: Journal of Islamic Familiy Law, Vol. 1, 2022, h. 16.
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walaupun istri-istrinya te$lah dice$raikan se$cara raj’i dan masih me$mpunyai masa 

iddah. Pasal te $rse$but be$rbunyi:

(1) Se$o$rang pria dilarang me$madu istrinya de$ngan se $o$rang wanita yang 

me$mpunyai hubungan pe $rtalian nasab atau se$susuan de$ngan istrinya; a. 

saudara kandung, se $ayah atau se$ibu atau ke$turunannya; b. wanita de $ngan 

bibinya atau ke$me$nakannya.

(2) Larangan te $rse$but pada ayat (1) te $tap be $rlaku me$skipun istri-istrinya te $lah 

ditalak raj’i, te$tapi masih dalam masa iddah.10

Ko $ndisi ke $dua te$rdapat pada Pasal 42 ko $mpilasi Hukum Islam (KHI), yang 

me$ngatur te $ntang ke$wajiban bagi se$o$rang laki-laki yang te$lah me $nce$raikan salah 

satu dari ke$e$mpat istrinya untuk tidak me$nikahi wanita lain. Pasal te$rse$but 

be$rbunyi;

“Se$o$rang pria dilarang me $langsungkan pe$rkawinan de$ngan se$o$rang wanita 

apabila pria te $rse$but se $dang me$mpunyai 4 (e$mpat) o$rang istri yang ke $e$mpat-

e$mpatnya masih te $rikat pe$rkawinan atau masih dalam iddahtalak raj’i ataupun 

salah se$o$rang diantara me$re$ka masih te$rikat tali pe$rkawinan se$dang yang lainnya 

dalam masa iddah talak raj’i.”11

Namun ke$be$rlakuan ko$nse$p syibhul iddah pada KHI te$rikat de$ngan aturan 

sahnya pe$rce$raian dimata hukum yang diatur dalam Pasal 115 KHI dan Pasal 39 

ayat 1 Undang-Undang Pe$rkawinan yang me$ne$gaskan bahwa pro$se$s pe$rce$raian 

hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pe$ngadilan se $te$lah upaya me$diasi o$le$h 

10Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep 
Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqashid Syaria’ah)”. 
Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 
2024, h. 34-35.

11Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni.
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pe$ngadilaan te$rse$but tidak be$rhasil me$ndamaikan ke $dua be$lah pihak. De$ngan 

de$mikian, dalam ko$nte$ks KHI, pe $rce$raian me$rujuk pada pro$se$s pe$ngucapan ikrar 

talak yang harus dilakukan dihadapan pe $rsidanagan dan disaksikan o$le$h para 

hakim Pe $gadilan Agama. Hal ini me$nunjukkan pe$ntingnya pro $se$dur hukum yang 

diatur o$le$h le$mbaga pe$ngadilan dalam me$nye$le$saikan pe$rkara pe$rce$raian, se$rta 

me$nje$laskan bahwa pe$ngucapan talak harus dilakukan se $cara re$smi dihadapan 

pe$ngadilan se$bagai wadah untuk me$mastikan ke$adilan dan ke$absahan pro$se$s 

pe$rce$raian me $nurut hukum Islam.12

Pada dasarnya, iddah adalah ke$se$mpatan bagi pasangan yang baru be$rce$rai 

untuk me$ne$nangkan pikiran, hati, dan e $mo$ri me$re$ka. Ini adalah masa di mana 

me$re$ka dapat me $mpe$rtimbangkan ulang untuk be$nar-be$nar be$rpisah atau 

be$rdamai, se $rta waktu untuk me$ne$nangkan dan me$njaga pe $rasaan ke$luarga dari 

ke$dua be$lah pihak, agar tidak te $rjadi pe$rte$ngkaran dan pe$rse$lisihan se $te$lah 

pe$rce$raian. Pada dasarnya, tali silaturrahmi harus te$tap te$rjaga dan te $rjalin de $ngan 

baik, walaupun hubungan pe$rkawinan te$lah be$rakhir. Hal ini dapat dicapai apabila 

mantan suami dan istri me $manfaatkan masa iddah de$ngan se$baik-baiknya. 

Sayangnya, hanya pe$re$mpuan yang diwajibkan untuk me$njalani masa iddah, 

se$me$ntara laki-laki tidak diharuskan me$njalaninya. O $le$h kare$na itu, pe $rlu adanya 

pe$mahaman baru me $nge$nai ko $nse$p iddah agar dapat dite$rapkan baik bagi laki-laki 

maupun pe$re$mpuan.13

3. Ko $nse$p Syibhul Iddah dalam Surat E$daran Dirje$n Bimas Islam No $mo$r: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

12Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni.
13Alfiandri Setiawan, h. 117-118.
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Surat E$daran Dirje$n Bimas Islam ialah be$risikan hasil pe $mbahasan dalam 

fo$rum diskusi antara Dire$kto$rat Je$nde$ral Bimbingan Masyarakat Islam 

Ke$me$nte$rian Agama Re $publik Indo$ne$sia de$ngan Dire$kto$rat Je$nde$ral Badan 

Pe$radilan Agama Mahkamah Agung Re$publik Indo $ne$sia. Pada tahun 2021 

dite$tapkanlah Surat E$daran te$rse$but me$nge$nai pe$rnikahan dalam masa iddah istri. 

Hal ini kare $na surat e$daran se $be$lumnya yang dike$luarkan No $: DIV/E$d/17/1979 

tanggal 10 Fe$bruari 1979 me$nge$nai masalah po $ligami dalam iddah sudah be$rjalan 

tidak e$fe$ktif se$hingga pe$rlu dilakukan pe $ninjauan ulang. Be$rdasarkan 

pe$rtimbangan, pe $rlu me$ne$tapkan Surat E$daran Dire$kto$rat Je$nde$ral Bimbingan 

Masyarakat Islam te$ntang Pe$rnikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Surat e $daran te$rse$but be $rmaksud untuk se$bagai pe$tunjuk pe$laksanaan 

pe$ncatatan nikah bagi laki-laki be$kas suami yang akan me $nikah de$ngan 

pe$re$mpuan lain dalam masa iddah istrinya. Surat e$daran te $rse$but juga be$rtujuan 

untuk me$mbe$rikan ke$pastian tata cara dan pro $se$dur pe $ncatatan pe$rnikahan bagi 

be$kas suami yang akan me$nikahi pe $re$mpuan lain dalam masa iddah istrinya. 

Ruang lingkup Surat E$daran ini me$liputi ke$te$ntuan me$nge$nai pe$ncatatan 

pe$rnikahan be $kas suami dalam masa iddah istri.

Dasar hukum dalam pe$ne$tapan Surat E $daran te $rse$but yaitu:

(1) Undang-Undang No $mo$r 22 Tahun 1946 te$ntang Pe $ncatatan Nikah, Talak, 

dan Rujuk.

(2) Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan se$bagaimana 

te$lah diubah de $ngan Undang-Undang No$mo$r 16 Tahun 2019.
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(3) Pe$raturan Pe $me$rintah No $mo$r 9 Tahun 1975 te $ntang Pe$laksanaan Undang-

Undang No $mo$r 1 Tahun 1974 te $ntang Pe$rkawinan.

(4) Pe$raturan Me $nte$ri Agama No$mo$r 20 Tahun 2019 te$ntang Pe $ncatatan 

Pe$rnikahan.

Ada be $be$rapa ke$te$ntuan-ke$te$ntuan yang me$nje$laskan isi dari Surat E $daran 

te$rse$but yaitu:

(1) Pe$ncatatan pe$rnikahan bagi laki-laki dan pe$re$mpuan yang be$rstatus 

duda/janda ce$rai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang be$rsangkutan 

te$lah re$smi be$rce$rai yang dibuktikan de $ngan akta ce$rai dari pe$ngadilan 

agama yang te$lah dinyatakan inkrah;

(2) Ke$te$ntuan masa iddah istri akibat pe$rce$raian me $rupakan ke$se$mpatan bagi 

ke$dua pihak suami dan istri untuk dapat be $rpikir ulang untuk me$mbangun 

ke$mbali rumah tangga yang te$rpisah kare$na pe$rce$raian;

(3) Laki-laki be$rkas suami dapat me$lakukan pe $rnikahan de$ngan pe$re$mpuan lain 

apabila te$lah se$le$sai masa iddah be $kas istri;

(4) Apabila laki-laki be$kas suami me$nikahi pe $re$mpuan lain dalam masa iddah, 

se$dangkan ia masih me$miliki ke$se$mpatan me$rujuk be $kas istrinya, maka hal 

te$rse$but dapat be $rpo$te$nsi te$rjadinya po $ligami te$rse$lubung;

(5) Dalam hal be$kas suami te$lah me$nikahi pe$re$mpuan lain dalam masa iddah 

be$kas istrinya itu, ia hanya dapat me$rujuk be$kas istrinya se $te$lah me$ndapat 

izin po$ligami dari pe$ngadilan.14

14Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang 
Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, Jakarta, 2021.
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Surat E$daran Dirje $n Bimas Islam No$mo$r No$: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

te$ntang Pe $rnikahan Dalam Masa Iddah Istri dite$tapkan di Jakarta pada tanggal 29 

O $kto$be$r 2021 dan ditandatangani langsung o $le$h Dire $ktur Je $nde$ral Bimbingan 

Masyarakat Islam, Kamarudin Amin.15

Dari ke$te$ntuan-ke$te$ntuan yang te$lah dite$rangkan, bahwa yang me $njadi 

pe$mbahasan ada te$rdapat dalam po $in 3 dan 4. Dalam po $in te $rse$but me $nje$laskan 

bahwa laki-laki be $kas suami bisa me$lakukan pe$rnikahan de$ngan pe$re$mpuan lain 

bila te$lah se $le$sai masa iddah be$kas istri. Dalam artian laki-laki juga me $mpunyai 

masa tunggu se$bagaimana be$kas istri, bila masa tunggu be$kas istri sudah habis, 

maka habis pulalah masa tunggu be$kas suami. Apabila laki-laki be$kas suami 

me$nikahi pe$re$mpuan lain dalam iddah, se $dangkan ia masih me$miliki ke$se$mpatan 

untuk me $rujuk be$kas istrinya, maka hal te$rse$but dapat be$rpo$te$nsi te$rjadinya 

po$ligami te $rse$lubung. Ini lah yang me$njadi alasan ke$napa be$kas suami harus 

me$nunggu sampai habis masa iddah be$kas istrinya, kare$na dikhawatirkan akan 

me$mbuka pe$luang ke$pada be$kas suami untuk be$rpo$ligami ile $gal tanpa 

me$mikirkan pe$rasaan si be$kas istri. Dan juga hal te $rse$but bisa me $mbuat rasa 

ke$tidakadilan dari be$kas istri te$rhadap mantan suami kare$na bisa me$nikah lagi 

se$maunya padahal masa iddah be $lum be$rakhir, dan ada ke$mungkinan ke$dua be $lah 

pihak bisa me $lakukan rujuk lagi.

Pe$runtukan masa iddah bagi suami se$laras de$ngan ke$maslahatan hukum 

dise$babkan ce$rai mati, kare$na me$rupakan cara untuk me$njaga ke $maslahatan 

khusus dan ke$maslahatan umum agar te$rjadi ke$se$imbangan di antara ke$duanya. 

15Alfiandri Setiawan, h. 119.
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Apabila iddah dite$rapkan bagi suami de$ngan ko$nse$kue$nsi masa iddah yang 

be$rbe$da de$ngan iddah bagi istri dan ce$nde$rung de$ngan pe$rtimbangan te$rhadap 

adat ke$biasaan masyarakat untuk masa be$rkabung, me$rupakan suatu be $ntuk 

pe$laksanaan yang ce$nde$rung me$me$ntingkan ke$maslahatan umum. Aspe$k ini 

hanya te $rdapat pada iddah te$rhadap suami kare$na ce$rai mati. Salah satu yang 

me$ngandung ke$tidakadilan ke$se$taraan antara laki-laki dan pe $re$mpuan adalah 

masa iddah yang be$rlaku hanya ke$pada pe$re$mpuan se$te$lah putusnya pe$rkawinan, 

se$me$ntara laki-laki tidaklah de $mikian. Kajian ini pun dimulai me$mpe$rtanyakan 

ke$mbali ke$be$rsihan rahim wanita se $bagai illat maka ke$majuan te$kno$lo$gi 

khususnya dalam bidang ke $do$kte$ran, yang dapat me$mungkinkan untuk 

me$nge$tahui ke$hamilan dalam waktu yang re$latif singkat dan de$ngan hasil yang 

cukup akurat, me$njadi sandungan be$rlakunya illat ke$be$rsihan rahim dalam 

ke$wajiban me$njalankan iddah tampaknya tidak dapat dipe$rtahankan lagi. Adapun 

de$mikian jika tujuan iddah dari ke$be$rsihan rahim adalah agar ke$je$lasan nasab 

anak dapat dike $tahui, de$ngan kata lain untuk me $ne$tapkan ayah dari anak te $rse$but, 

tidaklah bisa dijadikan alasan me $mpe$rtahankannya se$bagai illat hukum iddah. 

Kare$na pada saat ini te$kno$lo$gi sudah maju dan be$rke$mbang, dan te$lah dite$mukan 

cara yang akurat untuk me$nge$tahui ayah dari se $o$rang anak yang lahir yaitu te$s 

De$o$xyribo$ Nucle$ic Acid (DNA), bahkan pe $lacakan asal usul ke$turunan me $lalui te$s 

DNA ini dapat dijadikan se$bagai alat bukti prime$r.16

Rumusan iddah dalam Surat E$daran Dirje $n Bimas Islam No$mo$r: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 te$ntang Pe$rnikahan Dalam Masa Iddah Istri ini 

16Khairul Umami, Aidil Aulya, Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat edaran Dirjen Bimas 
Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021), 2022, Vol 38, h. 49.
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me$rujuk ke$pada Undang-Undang No$mo$r 22 Tahun 1946 te$ntang Pe$ncatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang No $mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang 

Pe$rkawinanan se $bagaimana te$lah diubah me$njadi Undang-Undang No$mo$r 16 

Tahun 2019, Pe$raturan Pe$me$rintah No$mo$r 9 Tahun 1975 te $ntang pe$laksanaan 

Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang Pe $rkawinan, dan Pe$raturan 

Me$nte$ri Agama No$mo$r 20 Tahun 2019 te $ntang Pe$ncatatan pe$rnikahan.17

Ke$dudukan surat e$daran dalam siste $m hukum Indo$ne$sia, jika dilihat dari 

hukum adminstrasi ne $gara, surat e$daran dapat digo $lo$ngkan ke $pada aturan 

ke$bijakan (ble$idsre$ge$l). De$ngan ke$be$radaan pe $raturan ke $bijakan me$rupakan 

ko$nse$kue$nsi dari ke$we$nangan be$bas yang dimiliki o$le$h pe$me$rintah. Pe$raturan 

ke$bijakan me$rupakan pe $nggunaan diskre $si dalam be$ntuk te $rtulis. Se$cara no $rmatif 

dibe$landa, pe$raturan ke$bijakan diartikan se$bagai suatu ke $putusan yang dite $tapkan 

se$bagai pe$raturan umum, bukan me$rupakan suatu pe $raturan yang me$ngikat se$cara 

umum.18

4. Ko $nse$p Maslahat Mursalah Te$rhadap Syibhul Iddah

Mashlahah mursalah se$ndiri me$rupakan suatu ko $nse$p yang bisa 

diimple $me$ntasikan untuk me $ncapai se$buah ke$manfaatan diantara manusia de $ngan 

te$tap me$mpe$rhatikan batasan atau ke$te$ntuan syari’at Islam. Imam Al-Ghazali 

(450 H- 505 H) me $mbe$rikan de$finisi me$nge$nai maslahat me$nurutmakna asalnya 

be$rarti me $narik manfaat atau me$no$lak mudharat/ hal-hal yang me$rugikan. Akan 

te$tapi, bukan itu yang di ke$he$ndaki disini, se$bab me$raih manfaat dan me $nghindar 

17Khairul Umami, Aidil Aulya.
18Revita Mala Siregar, Sampurna Siregar, Putra Haloman Hsb,  “Pernikahan Suami Dalam 

Masa Iddah Istri Perspektif Maslahah Mursalah AlMursalah Dalam Surat Edaran Nomor P-
005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021”, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol 10, No 2, 
2024, h. 214-215.
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dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Ke$maslahatan pada makhluk 

yaitu te $rle$tak te$rhadap te$rcapainya tujuan me$re$ka. Te$tapi yang di maksud de $ngan 

maslahat ialah me $me$lihara tujuan syara’ atau hukum Islam.19

Me$nurut Pro$f. DR. Rahmat Syafi’i dalam bukunya yang be$rjudul “Ilmu 

Ushul Fiqh” me$nje$laskan arti maslahah mursalah se$cara le$bih luas, yaitu suatu 

ke$maslahatan yang tidak me $mpunyai dasar dalil, te$tapi juga tidak ada 

pe$mbatalnya. Jika te $rdapat suatu ke$jadian yang tidak ada ke$te$ntuan syariat dan 

tidak ada illat yang ke $luar dari syara’ yang me$ne$ntukan ke$je$lasan hukum ke$jadian 

te$rse$but, ke $mudian dite$mukan se $suatu yang se$suai de $ngan hukum syara’, yakni 

suatu ke$te$ntuan yang be $rdasarkan pe$me$liharaan ke$mudharatan atau untuk 

me$nyatakan suatu manfaat maka ke$jadian te$rse$but dinamakan maslahah 

mursalah. Tujuan utama maslahah mursalah adalah untuk ke$maslahatan, yakni 

me$me$lihara dari ke$mudharatan dan me$njaga ke$manfaatan.20

Ada te $rdapat lima tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau 

manusia, yaitu me$me$lihara agama, jiwa, akal, ke $turunan, dan harta me$re$ka. Se $tiap 

hukum yang me $ngandung tujuan me$me$lihara ke $ lima hal ini dise$but maslahat; dan 

se$tiap hal yang me$niadakannya dise$but mafsadah. Se$bagai co$nto$h me$nge$nai 

ke$maslahatan dalam pe$ne$rapansyibhul‘iddahbagi laki-laki, tujuannya bukan 

se$mata-mata ingin me$ndo$minasi ke $pe$ntingan salah satu pihak saja, yang 

diutamakan adalah me$me$lihara nilai-nilai syari’at Islam se$hingga ke $adilan yang 

19Lia Fauziyyah Ahmad, “Konsep Syibhul ‘iddah Laki-Laki Perspekjtif Mubadalah Dan 
Mashlahah Mursalah”, (Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 120-121.

20Khoirun Dziya, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Syibhul Iddah Studi Kasus Di 
KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Sains Al-Quran, At-Ta’arauf: Journal of Islamic Familiy Law, Vol. 1, 2022.
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diindahkan dalam ajaran agama Islam te$rlaksana de $ngan baik. Maka dalam 

ko$nte$ks urge$nsi ko$nse$p syibhul iddah ini bukan me $ne$kankan pada fo $kus anjuran 

pe$mbe$rlakuan syibhul iddah bagi laki-laki se$pe$rti de$ngan pe$re$mpuan atau 

me$mpe$rjuangkan pe$rsamaan antar ke$duanya. Me$lainkan untuk me $nciptakan 

ke$salingan antar laki-laki dan pe $re$mpuan. Ke$salingan yang dimaksudkan dalam 

ko$nte$ks syibhul iddah ini te$ntunya untuk me$ngambil ke$maslahatan diantara 

ke$duanya de$ngan te$tap me $mpe$rhatikan nilai-nilai dalam syari’at Islam.21

Be$gitu pula aturan yang ada dalam Surat E$daran Dirje$n Bimas Islam te$ntang 

pe$rnikahan dalam masa iddah istri. Dalam e $daran te$rse$but dite$rangkan bahwa 

pada po $in 3 “Laki-laki be$rkas suami dapat me$lakukan pe$rnikahan de$ngan 

pe$re$mpuan lain apabila te$lah se$le$sai masa iddah be$kas istri.” Po$in 4 “Apabila laki-

laki be$kas suami me$nikahi pe$re$mpuan lain dalam masa iddah, se $dangkan ia masih 

me$miliki ke$se$mpatan me$rujuk be $kas istrinya, maka hal te $rse$but dapat be $rpo$te$nsi 

te$rjadinya po $ligami te$rse$lubung.” 

Hal ini ada me$ngandung unsur maslahah pada syibhul iddahyaitu 

me$nghindari po $ligami te$rse$lubung yang mana bisa me$ndatangkan mafsadat 

te$rhadap ke$luarga se$pe$rti dari se $gi e$ko$no$mi.

Ko $nse$p mashlahah mursalah dalam syibhul iddah juga harus 

dipe$rtimbangkan de$ngan baik, me$ngingat kasus-kasus yang tak jarang te$rjadi 

me$nce$de$rai nilai-nilai ke$adilan antar pe $re$mpuan dan laki-laki. Se$bagai co$nto$h 

te$rkait de$ngan po$ligami liar yang dilakukan pada masa talak raj’i te$rjadi 

pe$rnikahan antara mantan suami de$ngan pe$re$mpuan lain tanpa se$pe$nge$tahuan 

21Lia Fauziyyah Ahmad.
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mantan istri dan ke$luarga ke$mudian me$rujuk ke$mbali istrinya saat masa ‘iddah 

se$le$sai.22

Hal se$pe$rti di ataslah yang me$njadi se$buah pro$babilitas adanya ke$se$njangan 

antar pe$re$mpuan dan laki-laki.Se$lain itu ko$nse$p mashlahah mursalah juga harus 

me$mpe$rhatikan syarat-syarat mutlak se$be$lum aturan itu dite $rapkan. Adapun syarat 

yang pe $rtama yaitu ke$maslahatan he$ndaknya tidak te$rdapat dalil yang 

me$no$laknya. Ke$dua, mashlahah mursalah itu he$ndaklah mashlahah yang dapat 

dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ke$tiga, mashlahah itu he$ndaklah be$rsifat 

umum.23

Maka dari itu syibhul iddah bagi laki-laki dianggap se $bagai se$buah 

se$mangat pe$mbe$rlakuan nilai-nilai ke$adilan dan ke$salingan antar pe$re$mpuan dan 

laki-laki bukan me$nuntut pe$rsamaan antar ke$duanya, te$tapi agar te $rcipta se$buah 

ke$manfaatan yang tidak hanya dirasakan o $le$h satu pihak saja. Se $bagaimana tujuan 

mukallaf dalam me$ne$rima hukum Islam, salah satunya harus me$ndatangkan 

manfaat dan me$no$lak mudharat, baik untuk diri se$ndiri maupun untuk o$rang 

lain.Hal ini dikare$nakan dasar dan asas syari’ah adalah ke$maslahatan manusia di 

dunia dan akhirat, se$luruh mashlahah me $ngandung ke $adilan, rahmat, 

ke$maslahatan, dan hikmah. Dan juga de$ngan adanya syibhul iddah laki-laki, dapat 

me$mbe$rikan banyak manfaat bagi laki-laki itu se$ndiri, diantaranya adalah dari 

se$gi e$ko$no$mi. Kare$na de$ngan adanya syibhul iddah ini akan me$nghalangi bagi 

se$o$rang laki-laki untuk mudah me$lakukan pe$rnikahan.24

22Lia Fauziyyah Ahmad, h. 124.
23Lia Fauziyyah Ahmad.
24Lia Fauziyyah Ahmad, h. 125.
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Maslahat ini dise$but mursalah dikare$nakan ia te $rle$pas dari argume$n yang 

me$mbe$narkan atau me $mbatalkannya. Ia me$rupakan maslahah mutlaq, yang tidak 

ada me$miliki hubungan khusus pada te$ks syariat, akan te $tapi se $suai de$ngan ruh 

syariat. Te$o$ri maslahahmursalah me$rupakan suatu yang bisa me$ndatangkan 

manfaat yang dibutuhkan dalam ke$hidupan manusia se$cara umum, te $rmasuk di 

dalamnya se $suatu yang bisa me$nghalangi atau me$nghilangkan mudharat pun 

te$rmasuk dalam lingkup maslahah yang dibe $narkan syariat untuk digunakan 

se$bagai pe$rtimbangan ijtihad dalam me$mahami dan me$mbuat ko $nse$p ke$mbali 

te$rhadap hukum fiqh yang se $rasi dan re$le$van de$ngan ke$pe$rluan hidup zaman 

se$karang. Be $gitu pun dalam ko $nte$ks syibhul iddah bagi laki-laki yang dilihat dari 

sisi mashlahah harus dise $suaikan de $ngan ke$butuhan antara masing-masng 

ke$duanya, adapun ko$nte$ks ke$maslahatan yang dimaksud me$nco$ba me$nghadirkan 

so $lusi tanpa de $ngan me$rusak nilai-nilai syariat Islam.25

5. Ko $nse$p Maqashid Syari’ah Te$rhadap Syibhul Iddah

Maqashid syariah se$bagaimana te$lah dije$laskan di atas, adalah ko$nse$p 

untuk me$nge$tahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang te$rsurat dan te $rsirat 

dalam al-Qur’an dan hadis). yang dite$tapkan o$le$h al-Syari’ te$rhadap manusia, 

adapun tujuan akhir hukum te$rse$but adalah satu, yaitu mashlahah atau ke$baikan 

dan ke$se$jahte$raan umat manusia baik didunia (de$ngan Mu’amalah) maupun 

diakhirat (de$ngan aqidah dan Ibadah).26

Maqashid Syariah dibagi ke$pada 3 tingkatan se $bagaimana dije$laskan 

se$be$lumnya yaitu al-dharuriyyat (ke$pe$rluan prime$r/asas), al-hajiyyat (ke$pe$rluan 

25Lia Fauziyyah Ahmad, h. 126-127.
26Suparman Usman, Itang, Filsafat Hukum Islam, (Laksita Indonesia, 2015), h. 147.
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se$kunde$r), al-tahsini (ke$pe$rluan te$rsie$r). Dalam kate$go$ri dharuriyat (ke$butuhan 

prime$r) adalah tingkatan te$rtinggi dalam maqashid syariah. Ia me$rupakan pe$ne$ntu 

adanya ke$maslahatan dunia dan akhirat. Ada lima unsur po $ko$k yang harus 

dipe$rhatikan dalam maqashid addharuri, yaitu: me$njaga agama (hifdz ad-din), 

me$njaga nyawa (hifdz al-nafs), me$njaga ke $turunan (hifdz an-nasl), me$njaga harta 

(hifdz al-maal) dan  me $me$lihara akal (hifdz al-‘aql). Bahkan ada yang 

me$nambahkan satu lagi me$njadi e$nam unsur po $ko$k, yaitu me$njaga ke$ho$rmatan. 

Namun ke$tika te$rdapat ko $ndisi dile $matis di antara be$be$rapa aspe$k maqashid ad-

dharuri di atas, maka yang didahulukan adalah me$njaga agama, nyawa, nasab, 

akal, dan ke $mudian harta. Ada juga ulama yang me$ndahulukan te$rle$bih dahulu 

adalah maslahat harta.27

Al-hajiyyat (ke$pe$rluan se$kunde$r), adalah ke$butuhan untuk me$ncapai se $buah 

ke$maslahatan, de$ngan se$kira apabila tidak diusahakan se$be$narnya tidak akan 

me$mbuat te$rbe$ngkalainya ke$maslahatan se$cara to$talitas, hanya akan me$nimbulkan 

masyaqqah (ke$sulitan).

Al-tahsini (ke$pe$rluan te $rsie$r), adalah ke$butuhan yang dianggap baik 

me$nurut pandangan umum. De$ngan se$kira-kira, apabila tidak diupayakan, tidak 

akan me$mbuat hilangnya ke$maslahatan atau me$ngalami ke$sulitan (masyaqqah), 

akan te$tapi hal te$rse$but hanya be$rsifat me$le$ngkapi e$ksiste$nsi maslahat dhururiyat 

atau hajiyat.28

Me$mandang dari maqashid syariah, syibhul iddah te$rmasuk dalam kate$go$ri 

me$me$lihara agama (hifdzad-din), dan me$me$lihara ke$turunan (hifdz an-nasl) se$rta 

27Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & 
Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 43.

28Muhammad Syukri Albani Nasution,  Rahmat Hidayat Nasution. .
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masuk dalam bagian dharuriyat. Alasan syibhul iddah masuk dalam kate$go$ri-

kate$go$ri te$rse$but se$bagai be $rikut:

a. Me$me$lihara Agama (Hifdz Ad-Din)

Te$rdapat dua situasi yang me $mbuat se$o$rang laki-laki me$njalankan masa 

iddahyaitu; pe $rtama, ke $tika se$o$rang suami me$ntalak raj’i istrinya, ke$mudian ia 

ingin me$nikah de$ngan mahram pe$re$mpuan si be$kas istri, se $pe$rti saudara 

pe$re$mpuannya dan yang be$rsangkutan lainnya, maka harus me$nunggu sampai 

se$le$sai masa iddah be$kas istri te $rse$but. Ke $dua, ke$tika se$o$rang suami me $mpunyai 

e$mpat istri dan me$nce$raikan salah satunya, ke$mudian ia ingin me$nikah lagi 

de$ngan pe$re$mpuan lain, maka si suami harus me$nunggu sampai se $le$sai masa 

iddah be$kas istri te$rse$but. Dalam ke$dua situasi te$rse$but be$rlakulah syibhul iddah 

bagi laki-laki. Hal ini masuk ke$pada pe$rkara me$njaga agama (hifdz din) kare $na 

dalam Islam, haram se$o$rang laki-laki me $nikahi dua o $rang pe$re$mpuan se$mahram 

se$kaligus be$rdasarkan Q.S An-Nisa ayat 23. Dan haram pula se$o$rang laki-laki 

me$nikahi pe $re$mpuan le $bih dari e $mpat be$rdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3.

b. Me $me$lihara Ke$turunan (Hifdz An-Nasl)

E$ksiste$nsi maqashid syariah dalam se$mua ke$te$ntuan hukum syariat 

te$rmasuk me $nge$nai syibhul iddah tidak te $rbantahkan. Jika dalam be$ntuk 

pe$rbuatan wajib, maka harus me $nye$rtakan inse$ntif. Se$baliknya, jika be $rupa 

pe$rbuatan yang dilarang, maka wajar untuk me$nghindari mudharat. Kare $na tujuan 

utama te$ganya syariat adalah ke$maslahatan umat dalam ke$hidupan dunia ini dan 

dunia yang akan datang. Hakikat pe$ne$tapan masa iddah adalah untuk me$ngatur 

hubungan pe $rkawinan dan pe$rce$raian agar dapat me$wujudkan pe $rlindungan anak 
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(hifdzun nasl). Me $lindungi ke$se$jahte$raan ke $turunan me$rupakan tujuan syariat 

(maqashid syariah) dalam me$ne$gakkan pe$rkawinan. Te$ntu saja, laki-laki dan 

pe$re$mpuan pada saat yang sama me $miliki hak dan tanggung jawab yang sama 

untuk me $me$liharanya. O$le$h kare$na itu, me$mbe$rlakukan masa tunggu (syibhul 

iddah) bagi laki-laki me $rupakan so$lusi yang se$imbang dan adil baik dari se $gi 

manfaat, maupun pe$me$liharaan (maqashid syariah).29

Jadi, ke$simpulan me $nge$nai pe$nje$lasan di atas bahwa be$rdasarkan ko$nse$p 

maqashid syariah, bagi laki-laki diwajibkan untuk me $njalankan masa iddah 

se$bagaimana pe$re$mpuan. Hal ini me$mandang dari nilai-nilai dan tujuan 

dite$tapkannya syariat.

6. Ko $nse$p Ke$adilan Te$rhadap Syibhul Iddah

Ke$adilan be$rasal dari bahasa arab “adl” yang artinya be $rsikap dan be$rlaku 

dalam ke$se$imbangan. Ke$se$imbangan me$liputi ke$se$imbangan antara hak dan 

ke$wajiban dan ke $se$rasian de$ngan se $sama makhluk. Ke $adilan pada hakikatnya 

adalah me$mpe$rlakukan se$se$o$rang atau o $rang lain se $suai haknya atau ke $wajiban 

yang te $lah di lakukan. Yang me $njadi hak se$tiap o $rang adalah di akui dan di 

pe$rlakukan se $suai harkat dan martabatnya yang sama de$rajatnya dimata Tuhan. 

Hak-hak manusia adalah hak-hak yang dipe $rlukan manusia bagi ke$langsungan 

hidupnya di dalam masyarakat.

Be$rikut be$be$rapa pe$ndapat me $nge$nai pe$nge$rtian ke $adilan yaitu:

a. Me $nurut Kamus Be$sar Bahasa Indo$ne$sia (KBBI), ke$adilan be$rarti (sifat 

pe$rbuatan, pe$rlakuan) yang adil. Ke $adilan be $rarti pe$rilaku atau pe$rbuatan 

29Asiyah, dkk, h. 38-39.
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yang dalam pe$laksanaannya me$mbe$rikan ke $pada pihak lain se$suatu yang 

se$me$stinya harus dite $rima o $le$h pihak lain.

b. Me $nurut W.J.S. Po$e$rwadarmint bahwa : ke $adilan be$rarti tidak be$rat 

se$be$lah, se$patutnya, tidak se$we$nang-we$nang. Jadi, dalam pe$nge$rtian adil 

te$rmasuk di dalamnya tidak te$rdapat ke$se$we$nang-we$nangan. O $rang yang 

be$rtindak se$we$nang-we$nang be$rarti be $rtindak tidak adil.30

c. Aristo $te$le$s me$nge$mukakan te$o$ri ke$adilan dalam be $ntuk me $mpe$rlakukan 

hal-hal yang sama te $rhadap se$suatu yang sama, dan me$mpe$rlakukan 

se$suatu se $cara tidak sama te$rhadap se$suatu yang tidak sama se$cara 

pro$po$rsio$nal.31

d. Imam al-Ghazali me$mahami makna adil dalam arti me$le$takkan se$suatu 

pada te$mpatnya yang layak. Dalam arti ini, me$le$takkan kaki di ke$pala 

atau se$baliknya, adalah tindakan zalim (tidak adil). Be$gitu juga, de$ngan 

ke$giatan pe $nguasa me$mbe$rikan hartanya ke$pada hartawan, se$njata 

ke$pada ulama, dan buku-buku re$fe$re$nsi ke $pada prajurit, adalah zalim 

kare$na tidak pro$po$rsio$nal. Se$me$ntara me$mbe$ri pil pahit ke $pada o$rang 

sakit, me$ski de$ngan se$dikit me$maksa, justru dipandang adil lantaran 

pro$po$rsio$nal dan se$suai ke$butuhan.32

Adapun al-Qur’an, me$nggunakan pe$nge$rtian yang be $rbe$da-be$da bagi kata 

atau istilah yang be $rsangkut-paut de$ngan ke$adilan. Bahkan kata yang digunakan 

30Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”,Jurnal Pendidikan Islam, Vol 
VI, No. 1, Januari-Juni, 2017, h. 3-4.

31O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), h. 7.
32St Nur Syahidah Dzatun Nurain, “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-

Qur’an dan Hadis, Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 
IAIN Manado, Vol 04, No 1, 2024, h. 39.
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untuk me$nampilkan sisi atau wawasan ke$adilan juga tidak se $lalu be$rasal dari akar 

kata 'adl. Kata-kata sino $nim se$pe$rti qisth, hukm dan se$bagainya digunakan o$le$h 

al-Qur’an dalam pe$nge$rtian ke $adilan.

Te$ntang ke$adilan Allah SWT be$rfirman :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ 

الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن33َ 

Kalau dikate$go$rikan, ada be $be$rapa pe$nge$rtian yang be $rkaitan de $ngan 

ke$adilan dalam Al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu se $suatu yang be$nar, sikap 

yang tidak me$mihak, pe$njagaan hak-hak se$se$o$rang dan cara yang te$pat dalam 

me$ngambil ke $putusan he$ndaknya kalian me$nghukum atau me $ngambil ke $putusan 

atas dasar ke$adilan. Se $cara ke $se$luruhan, pe $nge$rtian-pe$nge$rtian di atas te $rkait 

langsung de$ngan sisi ke$adilan, yaitu se $bagai pe$njabaran be$ntuk-be$ntuk ke$adilan 

dalam ke$hidupan. Dari te$rkaitnya be$be$rapa pe$nge$rtian kata ‘adl de$ngan wawasan 

atau sisi ke $adilan se$cara langsung itu saja, sudah tampak de$ngan je$las be$tapa po$rsi 

warna ke$adilan me$ndapat te $mpat dalam al-Qur’an.34

Ke$simpulan di atas juga dipe$rkuat de$ngan pe$nge$rtian dan do $ro$ngan al-

Qur’an supaya manusia me $me$nuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, 

me$lindungi yang me$nde$rita, le$mah dan ke$kurangan, me$rasakan so $lidaritas se$cara 

ko$nkrit de$ngan se $sama warga masyarakat, jujur dalam be$rsikap, dan se$te$rusnya.  

Hal-hal yang dite$ntukan se$bagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu 

33Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 
2010), h. 277.

34Afifa Rangkuti, h. 5.
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me$nunjukkan o $rie$ntasi yang sangat kuat akar ke $adilan dalam al-Qur’an. De $mikian 

pula, wawasan ke $adilan itu tidak hanyadibatasi hanya pada lingkup mikro$ dari 

ke$hidupan warga masyarakat se$cara pe$ro$rangan me$lainkan juga lingkup makro $ 

ke$hidupan masyarakat itu se$ndiri.35

Me$nge$nai ke$adilan bahwa ke$adilan me$miliki be$be$rapa makna yaitu :

a. Adil be$rarti sama. Sama be$rarti tidak me$mbe$dakan se $se$o$rang de $ngan 

yang lain. Pe $rsamaan yang dimaksud dalam ko $nte$ks ini adalah 

pe$rsamaan hak.

b. Adil be$rarti se $imbang. Se $andainya ada salah satu anggo$ta tubuh kita 

be$rle$bih atau be$rkurang dari kadar atau syarat yang se$harusnya, pasti 

tidak akan te$rjadi ke $se$imbangan (ke $adilan).

c. Adil be$rarti pe $rhatian te$rhadap hak-hak individu dan me$mbe$rikan hak-

hak itu pada se $tiap pe $miliknya. Adil dalam hal ini bisa dide $finisikan 

se$bagai wadh al-syai’ fi mahallihi (me$ne$mpatkan se $suatu pada 

te$mpatnya). Lawannya adalah zalim, yaitu wadh’ al-syai’ fi ghairi 

mahallihi (me$ne$mpatkan se$suatu tidak pada te $mpatnya). Sungguh ada 

satu hal yang dapat me$rusak pe$rmainan catur, jika se$se$o$rang 

me$ne$mpatkan gajah di te$mpat raja. De$mikian ungkapan se$buah adagium. 

Pe$nge$rtian ke$adilan se $pe$rti ini akan me$lahirkan ke $adilan so $sial. 

d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Se$mua wujud tidak me$miliki hak atas 

Allah SWT. Ke$adilan Ilahi me $rupakan rahmat dan ke$baikan-Nya. 

Ke$adilan-Nya me$ngandung ko$nse$kue$nsi bahwa rahmat Allah SWT tidak 

35Afifa Rangkuti, h. 5-6.
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te$rtahan untuk dipe$ro$le$h se$jauh makhluk itu dapat me$raihnya. Allah 

dise$but qaa’iman bi al qisth (yang me$ne$gakkan ke$adilan).36

Kandungan makna pada ko$nse$p ke $adilan Islam adalah me$ne$mpatkan 

se$suatu se $suai po $rsinya, me$mbe$bankan se$suatu se $suai ke$mampuan se$e$o$rang, 

me$mbe$rikan se$suatu yang me$mang me$njadi haknya de $ngan kadar yang 

se$imbang.37

Me$nge$nai makna adil dalam pe $ne$rapan syibhul iddah bagi laki-laki. Apabila 

po$rsi laki-laki dan pe$re$mpuan harus sama be $rarti te$lah me$nyalahi apa yang 

dije$laskan o$le$h al-qur’an, se$pe$rti dalam Q.S an-Nisa ayat 11.

يُصِيْكُمْ اللّهُ فِيْ أَوْلدِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ.38

Dalam ayat diatas be$rbicara me$nge$nai bagian waris bahwa bagian laki-laki 

dua banding satu de$ngan pe$re$mpuan, te$tapi ayat te$rse$but juga me $ngisyaratkan 

ke$pada kita, bahwa status laki-laki le$bih tinggi satu tingkat dibandingkan 

pe$re$mpuan, bukan be$rarti untuk me $re$ndahkan kaum pe$re$mpuan, kare$na se$jatinya 

tujuan Islam datang diantaranya untuk me$ngangkat de $rajat martabat pe$re$mpuan 

yang se$be$lum Islam ada pe$re$mpuan dianggap tidak ada apa-apanya pada masa 

jahiliyyah. Dalam Al-Qur’an dan Hadis pun sudah je$las dite$rangkan bahwa iddah 

itu hanya untuk pe$re$mpuan. Inilah yang dise$but ke $adilan, kare$na Allah Swt 

me$mbuat se$buah hukum ke$pada hambanya kare$na ada maslahat dibalik itu.

36Afifa Rangkuti, h. 8-9.
37Afifa Rangkuti, h. 18.
38Syaamil Quran, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata, (Jawa Barat: Sygma 

Creative Media Corp), h. 78.
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Adapun tujuan syibhil iddah adalah me$ne$rapkan ke$adilan ke$pada 

pe$re$mpuan dalam hal jika se $o$rang suaminya me$ntalak raj’i istrinya se$be$lum habis 

masa iddah be$kas istri, ke$mudian suami me $manfaatkan situasi te$rse$but untuk 

me$nikah lagi de$ngan pe$re$mpuan lain de$ngan niatan agar bisa po$ligami padahal si 

suami tidak me$ndukupi syarat untuk me$lakukan po $ligami, diantaranya se$pe$rti 

me$lakukan po $ligami tanpa se $pe$nge$tahuan mantan istri yang masih dalam masa 

iddah, ini bisa dinamakan de$ngan po$ligami te$rse$lubung apabila si suami me$rujuk 

istrinya te$rse$but. Maka dalam hal ini ke$mungkinan le$bih be$sar mafsadat 

ke$timbang manfaatnya. Se$pe$rti dari se$gi e$ko$no$mi be$lum te$ntu me$ncukupi. Jika 

hal ini dite $ruskan maka dikhawatirkan bisa be$rdampak ke$pada rumah tangga yang 

tidak se$suai de$ngan ungkapan sakinah mawaddah warahmah.

Maka dari itu syibhul iddahbagi laki-laki dianggap se $bagai se$buah se $mangat 

pe$mbe$rlakuan nilai-nilai ke$adilan dan ke$salingan antar pe$re$mpuan dan laki-laki 

bukan me $nuntut pe $rsamaan antar ke $duanya, te$tapi agar te $rcipta se$buah 

ke$manfaatan yang tidak hanya dirasakan o$le$h satu pihak saja.

C. Hukum Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki

Hukum me $nge$nai syibhul iddah, me$mang tidak dite$mukan dasarnya hukum 

baik dari al-Qur’an ataupun hadis te$rkait pe $nje$lasan te $ntang syibhul iddah bagi 

laki-laki. Se$bagaimana se$be$lumnya, ada dua situasi yang mana me $ngharuskan 

bahkan wajib bagi laki-laki me$njalankan syibhul iddah, dan se$bagaimana 

ke$te$rangan Wahbah Az-Zuhaili bahwa laki-laki me$mpunyai masa me$nunggu 

apaabila ada te $rdapat mani’ syar’idi dalamnya. Mani’ syar’I adalah bisa dise$but 

hal-hal yang me $rusak ke$pada syariat se$pe$rti co$nto$h me$nikahi dua pe$re$mpuan 
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be$rsaudara se$kaligus, atau me$nikahi pe$re$mpuan le$bih dari e$mpat o$rang walaupun 

istri yang ke$e$mpat se$dang dalam masa iddah akibat dice$rai suaminya. Hal ini 

dilarang dalam Islam bahkan hukumnya haram, be$rdasarkan ayat yang te$lah 

dise$butkan di atas.39

Te$rmasuk juga me $nge$nai pe$raturan syibhul iddah yang te$rte$ra pada Surat 

E$daran Dirje $n Bimas Islam No$: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 me $nge$nai 

pe$rnikahan dalam masa iddah istri. Maka bagi laki-laki harus me$njalankan masa 

tunggunya se $bagaimana masa tunggu yang dijalankan be $kas istri yang te$lah ia 

ce$rai. Tujuannya untuk me$nghindari po $ligami te$rse$lubung yang me $le$nce$ng dari 

ajaran syariat. Jika me$mandang dari sudut mashlahah dan mafsadatnya.

Be$rdasarkan he$mat pe $nulis pe$ne$rapan syibhul iddah bagi laki-laki le$bih 

banyak maslahatnya dan akan me$nimbulkan mafsadat jika tidak dite $rapkan. 

Te$ntunya untuk me $njaga ke$salingan antar pe$re$mpuan dan laki-laki bukan 

me$nuntut pe $rsamaan antar ke $duanya, te$tapi agar te $rcipta se$buah ke$manfaatan 

yang tidak hanya dirasakan o$le$h satu pihak saja.

D. Hikmah Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki

Be$rdasarkan pe$nje$lasan-pe$nje$lasan di atas me$nge$nai dite$rapkannya hukum 

syibhul Iddah bagi laki-laki, maka dapat diambil be $be$rapa hikmah atas 

dite$rapkannya hukum te$rse$but:

1. Me $mbe$ri ke$se$mpatan ke$pada suami istri yang baru saja be$rce$rai untuk 

ke$mbali rukun dan me$mbina rumah tangga me$re$ka ke $mbali se$lama hal itu 

yang te$rbaik.

39Sartina, Lilik Andaryani, h. 293.
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2. Me $njunjung  tinggi masalah pe$rkawinan, yaitu agar dapat me $nghimpunkan 

o$rang-o$rang arif me$ngkaji masalahnya dan me$mbe$ri te$mpo$ be$rpikir 

panjang. Jika tidak diatur de $mikian, maka tak ada be$danya se$pe$rti anak-anak 

ke$cil dalam be$rmain, se$be$ntar disusun, se$be$ntar lagi rusaknya. 

3. Ke $maslahatan pe$rkawinan tidak dapat te$rwujud se$be$lum ke$dua suami istri 

sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika te$rjadi se$suatu yang 

me$ngharuskan untuk be$rce$rai, maka untuk me$wujudkannya te $tap te $rjaganya 

ke$langge$ngan te$rse$but harus dibe $ri waktu be $be$rapa saat untuk me$mikirkan 

dan me$mpe$rhatikan apa ke$rugian yang akan dialaminya.40

Dari be $be$rapa hikmah di atas, se$muanya le$bih be $rsifat ge$nde$r. Dalam artian 

bahwa hikmah itu ditujukan ke$pada laki-laki dan pe$re$mpuan, laki-laki yang 

me$njalani syibhul iddah me$rasakan hal te $rse$but, be$gitu juga de$ngan pe$re$mpuan 

yang me$njalani iddah.

40Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  2009, Jilid 4, h. 119.


